P \
ERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA ;
KERJA PEMERINTAH KECAM:
PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN BANGg-rA/?N oA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

Menimbang . a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 dan
Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata ‘Kerja Pemerintah
Kecamatan Kabupaten Banggai dan Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2001 Tentang :
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah ;
Kelurahan Kabupaten Banggai  perlu dilakukan i
penyesuaian,

b. bahwa berdesarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud s
pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai tentang Organisasi dan Tata Kerja {
Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah ~Kelurahan !

Kabupaten Banggali.

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah — Daerah Tingket i di Sulawesi
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822 ); ;

Mengingat oo

2 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran 'Negara Republik i
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tembahan Lembaran |
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 8 Tahun
2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomer 3  Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
indonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Nomor 73 Taiun 2005 tentang

Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara

3 Peraturan Pemerintah
Kelurahan (Lembaran
2005 Nomor 159,
Nomor 4588);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

FF;»:-zrnba.gian_ Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Kegwenntah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
abupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ‘2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan

BUPATI BANGGAI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH
KELURAHAN KABUPATEN BANGGAI.

BAB |
.- KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggar,

2 Pemierintah Daerah adalah Bupat
penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Banggai, iutnva disebut DPRD adalah Lembaga
. i erah yang selanjutnya ; h
b e 'IPerE'V:EII:? D[;:rah Seybagai unsur penyelenggara:3 Pre1meari..ntahan Daerah,
ForwaK o éh adalah Sekretaris Daerah Kabupaten akgsDéerah Kabupaten
Sekretaris Dagra o iayah Kerla Camat sebagai Perang

Kecamatan a

i i bupaten
Banggal; dalah wilayah keja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabup
7. Kelurahan ada _ an;
Banggai dalam wilayah kerja Ke?&?&mura,.
8. Eselon adalah Tingkatan Jabata

dan Perangkat Daerah sebagai unsur

oo
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BAB II
PEMERINTAH KECAMATAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Pem

Camat; 4

Sekretaris Kecamatan;,

Sub. Bagian Keuangan dan Aset;

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian,;

Sub. Bagian Perencanaan Program:;

Seksi Pemerintahan;

Seksi Pembangunan;

Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

Seksi Perekonomian;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
k. Kelompok Jabatan Fungsional.

. (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan [ abupaten Banggai
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan Daerah ini.

erintah Kecamatan Kabupaten Banggai terdiri dari:

—-TE O QR0 TD

Bagian Kedua
Kedudukan Tugas Dan Fungsi

Pasal 3

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

[ Pemerintahan yang
Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan _
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Pasal 5

Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 juga menyeienggarakan Fungsi

i meliputi; o ‘ .
Pergzrlgzigsgaynagglimpaphan sebagian kewenangan Pemketr.mtahan dari Kabupaten;
Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakal,

iban Umum;
Pengkoordinasian upaya Penyelenggaraar; K:Ea;t&e:}rg:rr]\;ar; ;(;:gg;:
i aka .
Pengkoordinasian Penerapan dan peneg o P B elavanan -

' eliharaan prasarana : itingkat Kecamatan;
Pengkoordnas!ag };er?ydenggaraan Kegiatan Pemenntilgtaanufhégl‘grahan;
Pengk'oordnaﬁa lenggaraan Pemerintahar g darr: Kecamatan, Desa dan /
Pemgmaan pigzweinistrasi dan Aparatur Pemerinta

Pembinaan

f dan/
- iadi lingkup tugasnya
Kelurahan; ang menjadi ruang sz
i asyarakat yand . tzu Kelurahan.
) Pela.ksanasnl I;qeijaay;:tagilgﬁsa){‘lakan pemerintahan Desa a
atau yang beilu _

T@ e Qa0 oW
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Bagian Ketiga
Sekretariat Kecamatan

Pasal 6

(1) Sekretariat Kecamatan dipimpi
. PImpIin oleh ; ,
bertanggung jawab kepada Camat. Seorang Sekretaris, berada dibawah dan
(2) Sekretaris Camat

Penyusuna_n Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan;
Pengkoordinasian pelaksanaan t

00O

Bagian Keempat
Sub Bagian

Paragraf 1
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian, herada dan
bertanggung jawab kepada Camat Melalui Sekretaris Camat,

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan
Administrasi Keuangan Kecamatan.

(3) Untuk menyelenggrakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Program pelaksanaan urusan Keuangan Kecamatan:
b. Pelayanan Urusan Keuangan Kecamatan:;
¢. Pengendalian urusan Keuangan Kecamatan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,
berada dan bertanggung jawab kepada Camat Melalui Sekrgtans Camalwt.k o :
2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian m?mpunyal tugas melaksan 3
urus inistrasi Umum Kepegawaian Kecamatan. )
U”tuinm/:ﬂrclerl"esnggalrakan tugas sebagaimana c'ilmaksgd pada ayat (2) Kepala |
~ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsr,k an persiaidy e
a. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,

Perlengkapan;
b. Penyusunan Program pelaksanaan u
dan Kelurahan: o
C."Pelayanan Urusan administrasi umum
d Pengendalian urusan administrasi umum

rusan Kepegawaian Kecamatan, Desa /

i tan;
Kepegawaian Kecamatan;
Eepegawaian Kecamatan.
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Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 9

(1) Sub Bagian Perencanaan gj
bertanggung jawab kepada Camat Melal
(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan
Administrasi Perencanaan Kecamatan.
(3) Untuk menyelenggrakan tugas' sebagaimana g
Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan Program pelaksanaan urusan Perencanaan Kecamatan;
b. Pelayanan Urusan Perencanaan Kecamatan;
C. Pengendalian urusan Perencanaan Kecamatan,

pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dan
ui Sekretaris Camat,

mempunyai tugas melaksanakan urusan

maksud Pada ayat (2) Kepala Sub

Bagian Keempat
Seksi - Seksi

Paragraf 1
.- Seksi Pemerintahan

Pasal 10

(1) Seksi Pemerintahan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kecamatan di Bidang
Penyelenggara Pemerintahan.

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Camat ' melaluj Sekretaris Camat.

(3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas mengkoordinasikan Pelaksanaan
Program dan melakukan pembinaan dibidang Pemerintahan Umum dan
Pemerintahan Desa dan / Kelurahan, Administrasi Kependudukan dan Pembinaan
Sosial, Politik, ideologi dan Kesatuan Bangsa.

" (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : _ ‘

a. Penyusunan Program dan Pembinaan Penvelenggaraan Administrasi
Pemerintah Umum, Desa / Kelurahan; ' o _

b. Penyusunan Program dan Pengkocrdkinasian Pembinaan Administrasi

dan Pendaftaran Penduduk; LN _

C. ggﬁsggﬁr?:rl:agrogram dan Pembinaan Kegiatan Sosial Politik, Idiologi dan
Kesatuan Bangsa.

Paragraf 2
Seksi Pembangunan

Pasal 11

- (1) Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerinéar;s;nKI:?ui:rr?:;?n dibidang
Pemberdayaan Masyarakat s‘ertal Prt]ambg::l:gnugnai(r:3 '[)J:lsaas :ksi b o
2) Seksi unan dipimpin oleh 3eore | \
(2) bgrl‘(t;gpge&zajgsvab kepada Camat melalﬁltﬁgzrsetnajzfl g(;zrg; — Pelaksanaar}
' mempunya : = dan
o g?c?:rl - Ssk51 rﬁeegffff# I:;aerr]nbinzaal::‘l dan Pemberdayakan Masyarakat Des
am dan

iy } , ala
Eﬁltufhan d|b;:ﬁggaf?aeg:]a?gggsaﬂsebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kep
uk menye

Seksi Pembangunan mempu'gfl;uerrllggslloordinasian Pelaksanaan Pembangun
. Penyusunan Program G

[urahan,
serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dan I Ke
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b. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup;

c. Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan serta Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan / Kelurahan;

d. Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Paragraf 3
Seksi Kesejahteraan Masyarakat

‘.

Pasal 12

(1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan
dibidang Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.

(2) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

(3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan
Pelaksanaan Program dan melakukan Pembinaan dibidang Kesejahteraan
Masyarakat.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Program dan Pengkoordinasian Pembinaan Pelayanan dan
Bantuan Sosial Masyarakat, Pembinaan Kepemudaan dan Oiah Raga serta
Pemberdayaan Perempuan:;

b. Penyusunan Program Pembinaan Kehidupan Keagamaan, Pendidikan,
Kebudayaan Serta Kesehatan Masyarakat.

Paragraf 4
Seksi Perekonomian

Pasal 13

(1) Seksi Perekonomian adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang
Pembinaan Perekonomian Masyarakat.

(2) Seksi Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

(3) Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan
program dan melakukan pembinaan dibidang Perekonomian Masyarakat.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi : _
a. Penyusunan Program dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pembinaan
~ peningkatan perekonomian masyarakat; .
b. Pengkoordinasian dan Pembinaan Unit-Unit Usaha Masyarkat.

Paragraf 5
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 14

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah u}r(wurrt_ :elaksana Pemerintah
Kecamatan dibidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban. _

{ Seksi Ketentramangdan Ketertiban dipimpin oleh seorang KepglaPSek? berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalu_l Sekretaris .,smad._ ke

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mentg c;c;r mlgn ken

Pelaksanaan program dan melakukan pembinaan dibidang ketentr

ketertiban,

g IR Y
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ST e

4) Untuk menyelenggarakan tugas .
( )Ketentraman danpKetertiban n?empienzzg?&man_a dimaksyg pada
a. Penyusunan Program dan p Ngsi : Aat (
Ketentraman dan Ketertiban U;Z?::P cinesian Penyeleng ¢
b. Penyusunan Program dan pengkbofdinasia Qaraan p
n

Ketentraman dan ketertiban ditingkat Desa dan lii?yelenggaraan P
Urahan.

3) Seks;
eMbinagn

embinaan

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsiona)

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas me|

fungsi Kecamatan sesuai dengan keahlian dan Kebut e Sebagian tugas dan

uhan,

BAB IlI
PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banggai terdiri dari:
Lurah; |
Sekretaris Lurah; |
Seksi Pemerintahan;
Seksi Pembangunan;
Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

9. Kelompok Jabatan Fungsional. .
(2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banggai

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Daerah ini.

"0 Qo0oTD

Bagian Kedua .
Kedudukan Tugas Dan Fungsi

Pasal 17

n dibawah dan berianggung jawab

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkeduduka
®pada Bupati melalui Camat.

pasal 18
pemerintahan  yand

wenangan . '
melaksanakan ag}i<aen o san Otonor Daerah

nganiseb

T RN

'a_U_l’ah mempunyai  tugas
limpahkan oleh Bupati untuk mena

pasal 19 .
enyelenggarakan tugas Um

| 18 juga M .
Pest ptahan dari K&

an Pemeri
keWenafl:/!lJasyarakat.

paten;

:;Urah sebagaimana dimaksud pada
®Merintahan yang meliputi; an
©  ®laksanaan pelimpahan sebag[berdayaau‘l

engkoordinasian kegiatan Pem 8
10
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Pengkoordmasuan upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Pengkoordinasian Penerapan dan penegakan perUndang-Undaingan; '
Pengkoordnasian Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanar U;num;
Pengkoordnasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kelurahan;
Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Kelurahan

Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

~T@ ™00

~ Bagian Ketiga
Sekretariat Kelurahan

Pasal 20 .

(1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Lurah.

(2) Sekretaris Lurah mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Administrasi
Pemerintahan, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan
adminstratif kepada seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Kelurahan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
mempunyai fungsi :

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kelurahan;

Pengendalian Pelaksanaan tugas Kelurahan;. .

Pembinaan Tata Usaha Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan

dan Rumah Tangga.

cooo

Bagian Keempat
Seksi-Seksi

Paragraf 1
Seksi Pemerintahan

Pasal 21

(1) Seksi Pemerintahan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kelurahan di Bidang

erintahan. _ _
(2) gggﬁllggrgn%?irr?tgﬁ; dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan

' ada Lurah. _
(3) }tzert::]agggr;isjfwsgrﬁzﬁntahan mempunyai tugas Pelaksanaan Program dan
. ep

m ak[lkall ’) g i eme inta a
e elll!)'l 1aan d—b.dan PE|||e| “ltal 1an ) U”lum d.all P l‘ll l". h n.
| Iu Ad“ i] ilstl 85i Kelp:Bl |duduka|| da“ l el“b“laall SOS|a', Fo’ltlk, ldBOIOgl

esatuan Bangsa. .
4) Sil?ut menyelenggarakan tuga_sf us:;;g:al Hepai
Seksi Pemerintahan mempunyal o penyslenggaraan Adminitrasi

m
d. Penyusunan Program dan Pe

mana dimaksud pada ayat (3) Kepala ;

o

' inistrasi dudukan dan
Pemerintah Ke}iuraf;:;; dan Pembinaan Administrasi  Kependu
e Penyus e nduduk : ial Politik, Idiologi dan
e pendaftaran P:ndfg;k'da n Pembinaan Kegiatan Sosial Politi g
penyusunan Prog
Kesatuan Bangsa:
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Paragraf 2
Seksi Pembangunan

Pasal 22

(1) Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kelurahan dibidang

Pemberdayaan Masyarakat serta Pembangunan.
(2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan

bertangyung jawab kepada Lurah.
(3) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas Pelaksanaan Program dan
melakukan pembinaan dan Pemberdayakan Masyarakat Kelurahan dibidang

Pembangunan.
(4) Untuk menyelenggaraken tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala

Seksi Pembangunan mempunyai fungsi;

e. Penyusunan Program dan Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembangunan
serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan:

f.  Penyusunan Program dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup;

g. Penyusunan Program dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pembinaan
peningkatan perekonomian masyarakat;

h. Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan serta Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan;

i. Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;

J- Pengkoordinasian dan Pembinaan Unit-Unit Usaha Masyarakat.

Paragraf 3
Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 23

(1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan

dibidang Pe2mbinaan Kesejahteraan Masyarakat.
(2) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

(3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan
Pelaksanaan Program dan melakukan Pembinaan dibidang Kesejahteraan
Masyarekat.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi;

c. Penyusunan Program dan Pengkoordirasian Pembinaan Pelayanan dan
Bantuan Sosial Masyarakat, Pembinaan {epemudaan dan Olah Raga serta

Pemberdayaan Perempuan; _ N
d. Panyusunan Program Pembinaan Kehidupan Keagamaan, Pendidikan,

Kebucayaan Serta Kesehzatan Masyarakat.

#10
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Paragraf 4
Seksi Xetentraman dan Ketertiban

Pasal 24

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kelurahan

dibidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.
(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada

dibawah dan bertanggung jewab kepada Lurah.
(3) Kapala Seksi Ketentraman aan Ketertiban mempunyai tugas mengkoordinasikan

pelaksanaan program dan melakukan pembinaan dibidang ketentraman dan

ketertiban.
(4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala

Seksi Ketantraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Program dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pembinaan

Ketentraman dan Ketertipan Umum,
b.  Penyusunan Program dan pengkoordinasian Penyelenggaraan Pembinaan

Ketentraman dan ketertiban di tingkat Kelurahan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

BAB '/
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Penjabaran Uraian tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dan
Pemerintah Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Banggai Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah -IKecamatan Kebupaten Banggai dan Peraturan Daerah Kabupaten
Banggai Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banggai dinyatakan tidak berlaku lagi.

]
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Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjangd mengenai
Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. i

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 4 ilaret 2008

Diundangkan di luwuk
pada tanggal 4 Iig

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGA! TAHUN 2008 NOMOR .10
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